BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 25TAHUN 2020

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi
sechubungan dengan wabah Corona virus Disease 2019
(Covid-19) serta mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu memberikan
kebijakan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkalis Nomor 02 Tahun 2013 tantang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, tata cara pengurangan
atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan
atau pembatalan ketetapan pajak diatur dan ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administratif
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Kabupaten Bengkalis Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956  tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
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4 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5950);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5322);

6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang

Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 34);

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01/
Menkes/Per/X/2020 Tentang Penetapan Infeksi Novel
Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov) sebagai Penyakit yang
Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2013 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor
2);

10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 55 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun
2013 Nomor 55);

11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bengkalis
(Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020.

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.

2. Pemeriptah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.

4. Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bengkalis.

‘;




5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang
perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah
pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasali,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan,
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan
perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten.

10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan
pedalaman dan/atau laut.

11. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat
dikenakan pajak.

12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Pasal 2

Dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan Penghapusan Sanksi
Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020.

Pasal 3

(1) Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bagi Wajib Pajak di
Kabupaten Bengkalis, meliputi :

a. Penghapusan sanksi administratif yang diberikan berupa
penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan yang terutang sebesar 100%
(seratus persen).

b. Penghapusan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada huruf a, tidak menghilangkan kewajiban
pajak terutang.

(2) Masq penghapusan sanksi administratif pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, berlaku

gg;lgi tanggal 24 April sampai dengan tanggal 30 September




Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah
Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 23 APRIL 2020

Plh. BUPATIBENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,

N,

N ———

H. BUSTAMI. HY

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 2= APRIL 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

H. BUSTAMI. HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 NOMOR.25




